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INndonesia Darurat Kekerasan Seksual
PRIMA Janj Kawal Terus
Permbahasan RUU TPKS

PARTAI Rakyat Adil Makmur
(PRIM.A) berjanji akan terus
mengawal Rancangan Un-
dang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (RUU
TPK. S) hingga disahkan. Ini
untuk menjawab penantian
prerjuangan gcecrakan perem-—
Pruan sejak tujuh tahun lalu.

““Ini mmuara perjuangan Geoe-
rakan Perempuan dan para kor—
ban kekerasan seksual selama
tujuh tahun terakhir.” ujar Juru
Bicara Dewan Pimpinan Pusat
PRIMA Bidang Perempuan
dan Kescjahtecraan Sosial, NMi-
naria Christyn., kepada Rakyar
Aderdeka., kemmarin.

Menurutnyas meskipun
PRIMA merupakan partai baru
dan belum berada di Senayans
namun perjuangan. texhadap
kaum perempuan tetap disua—
rakan. Termasuk, konsistensi
mengavwal RUU TPKS hingga
menjadi regulasi perlindungan
PPerempuan.

PRIMA , katanya, mcnga-—
pPresiasi parpol di Scnayvan
yang menyetujui RUU TPKS
ini sebagai RUU inisiatifDPR.
Keputusan itu. dibacakan da-
lam rapat paripurna IDPR pada
Sclasa (18/2) lalu.

Terlepas perdebatan isi RULJ
TPK.S., Minaria mecngatakan,
kehadiran regulasi ini sudah
sangat mendesak untuk ma-
syarakat, terutama para pc-
rempuan. Baginyva, saat ini,
Indonesia dalam kondisi da-—
rurat kekerasan seksual.

Indikasinya adalah lonjakan
jJumlah laporan dan komplek-
sitas kasus yang menimpa
prerempuan dan anak-anak.
Tidak sedikit, merecka vang

tertekan dan merasa tanpa
prerlindungan kekerasan sek-
sual memilih jalan terlarang.
Misalnya, bunuh diri.

. "Kasus-kasus scperti korban
kekerasan seksual vang bunuh
diri di Jawa Timur, atau juga
premerkosaan terhadap anak-
anak di institusi pendidikan
dasar baru-baru ini, sangat me-—
mukul kita semua.”” sebutnyva.

Melihat kondisi tersebut,
keberadaan RUU TPK S men-—
Jadi sangat penting menjadi
tumpuan untuk mendapatkan
prperlindungan dan kcecadilan
bagi para korban kekerasan
scksual.

Meski begitu, ingat Minaria,
RUILITTITPK S nanti harus ber-
kualitas. Hal itu, bisa ditemnm-
ruhbh. dengan memberikan
ruaang bagi partisipasi publik.
Baginya, para aktivis percrni-—
puan. hingga pejuang hak asasi
manusia tentu bersedia berbagi
ilmu dan pengalamannvyva di
lapangan.

Dengan melibatkan partisi-
Prasi publik, kata dia. dipastikan
bisa memenuhi hak korban atas
keadilan dan pemulihan, serta
menguatkan keterhubungan
sistem peradilan pidana yang
terpadu dengan sistem pe-—
layanan pemulihan.

CPRIMA sebagai partainva
rakyat biasa yang peduli pa-
da isu perempuan mengajak
rakyat Indonesia. organisasi
kcmasyarakatan dan kelompok
rentan lainnya untuk terus
mengawvwal dan berpartisipasi
dalam proses pcecmbahasan
hingga RUU TPKS ini disah-
kan menjadi undang-undangs.,””
pungkasnya. = BSH
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